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WALIKOTA LAI{GSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 4 TAHUN 2OO7

TENTANC

PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA LANGSA

KEPADA WAKIL WALIKOTA LANGSA

WALIKOTA LANGSA,

: a. bahwa untuk kelancaran tugas Walikota Langsa, maka perlu adan,va

pelimpatran tugas dan wewenalg \{alikota Lalgsa kepada lVakil

Walikota Lalgsa;

b. bahwa berclasarkan pertimbalgan sebagaimana climaksucl ctalam

huruf a perlu menetapkan Peraturan Waiikota Langsa tentang

Pelimpahal Tugas dan Wewenalg Walikota Langsa Kepada Wakil

Walikota Langsa.

2.

J .

A1 .

Undang-Unclang Nomor 44 fahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Propinsi Daerah Istirnewa Aceh ( Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 172, Tambahiur lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 3892);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukal Kota

Langsa (Lembaran Negara Tahun 
'2001 

Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Nomor aB4);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Nomor a3ffi);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembalarr Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembararr Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 lahun 2005 tentang Penetapan Peratural

Pemerintah Penggalti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahal atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004

tentarg Pemerintahan Daerah menjacli Undang-Undang (Lembaran

N e g a r a  . . . . . .



Negara TeLhun 2005 Nonor 108, Tamtrahiur Lembaran Negata

Nomor 4548);

5. Undang-Undalg Nomor 33 Tahul 2004 tentarg Perinbangal

Keuangan antara pemerintah Pusat dal Pemerintahaur Daerah

(Lembaral Negartr Tahun 2004 Norn or L)6, T.irnbahim Lembaran

Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nornor L1 lahtur 2006 terrtang Pemerintahan Aceh

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nornor 62, Tambahan Lembaran

Negara Nornor a$!;

7. Peratural Pemerintah Nomor 25 TeLhun 2000 tentang Kewenangal

Pemerintah dan Keweltatlgall Provilsi sebagai Daerah Otorrbm

(Lembaran Negara Tahul 2000 Nornor 54, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952);

B. Peraturan Nlenteri l)alarn Negeri Nomor 9 Tahun 1979 tentang

Pejabat yarg mewakili Kepala Daerah dalam hal Kepala Daerah

berhalangarr;

9. Keputusal Menteri Dalam Negeri Nomor 244 Tahun 1975 tentang

Pedoman Pembidangan Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dal

Wakil Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN:

N,{enetapkan: PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PELIMPAHAN

TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA LANGSA KEPADA WAKIL

WALIKOTA LANGSA

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimerksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Langsa;

b. Pemerintah Daerah adalah Waiikota dal Perangkat Daerah sebagai

unsur penvelenggara Pemerilrtah Daeral'r;

c. Walikota aclalah Walikota Langsa;

d. Wakil \{alikota adaleLh Wakil Walikota Langsa.

Pasal 2

(1) \{akil Walikota mernbanfu Walikota clalam rnenjalar*al tugas dal

wewenal1grnva;

(2)  Apabi la  . . . . . .



(2) Apabila walikota berl'ralangan, maka wakil walikota menjalankal

tugas Walikota sehari-hari;

(3)Kewenanga] lWaki lWal ikotacl ibic lalrgKeuangandanKepegawaian

akan cliatur secara khusus;

(4) lVaki lWal ikotadalanrmelaksatrerkarrtugas-tugas.yangberkenaal l

dengan lrenganbilan Kebijakal Daerah berkonsultasi teriebih dahulu

dengan Walikota.

Pasal 3

( 1 ) \ A l a k i l \ { a l i k o t a m e m p u l l v a i t u g a s r n e r n b a r r t u \ A / a l i k o t a c l a l a m

pembinaiur:

a. penyelenggaraall pemerintahan;

b. kegiatan Instansi Pen'Lerintah clarl Pemerintah Daerah dalan

pelaksanaan svari' at islam;

c .per r inc lak lan ju tan laporar rdar r /a tau temuar rhas i lpengawasan

aparatur Pengawasan;

c1. pemberdavaan peremptlall dan penlucla;

e. pemberdayaan adaU

t. perlgupavaan pengembangan kebtrdavaal;

g .pembinaandanpengawast l l l c l ib ic la r rgekor romidar r i r rves tas i

daere�rh;

h. pengupavaar peningkatan pendapatan daerah;

i. pelestarian lingkungan hidup;

f . pemantauan clan evaluasi penyelenggaraall pemerintah daerah;

k. pelaksanaan tugas dan kewajiban peinerintahan lainn1'a v41g

diberikan oleh Walikota.

(2) Dalam melaksalakan fulgsinya sebagaimana dimaksud pacla avat (1)

huruJ i, Wakil Walikota mempunvai tugas :

a. Urusan.vang bersifat ke dalam, antara lain :

1. Membina dal menegaklcan clisiplin/wibawa aparatul

Pemerintah Daerah;

2. N,Iengad.akal koorclinasi clengan tlnsur Dinas dan Lembaga

Tekrris lairmYa.

b. Urusiur teknis pemerintahal, antara lain:

1. NIer-rgadakan pellgawasan sejak dari perellcalaaf-I/

pelaksalaan dan evaluarsi terhadap pelal'31-,ut-t, pemberclal'aa]-I

cieur peningkatern partisipasi masyarakat;

2. Pembinaan . . . .  ' .



2. Pembinaau dal pengav./asan tertib admfuristrasi Penerilrtah

Daerarh;

3. Pembinaiur dan petlgawasan tertib administrasi

kepenclucluktrn c{an ca tatan sipil;

4' Pembinaau clan peugawasall penl'elenggaraan Pernerintahal

Kecamatal;

5' Pembinaan cliur peugawasan penyelenggaraall Pemerintahan

N4ukim;

6. Pernbir-raan clan pengawasan pen,velenggaraan Pemerintahan

Gampong/Kelurahan;

7. Pembilaan clan pengawasan dibiderng kesabuan bangsa dan

perlindulgall mas)/arakat di daerah;

8. Pembinaal dan pengawasan terllaclap pelaksaraal kebijakan

daerah.

c. Urusan kesejahteraan rakyat, erntara lain:

1. Pelaksanaan monitoring dal evaluasi perkembilngal', harga

dan penl'ediaal sembilan bahm pokok (sembako) di tlaerah;

2. Pembinaan dan pengembangan keoiahragaa-n di daerah;

3. Pernbintran clan pengembimgan kesenian ciaerah;

4. Pembinaan dan pengernbangan koperasi dan Usaha Kecil

Menengah (UKM);

5. Pembinaan dan pengawasall ketenagakerjaal di daerah;

6. lt4elakukan rnonitoring clan pengendalian kerawanal sosial

dan/ atau keresahan masyartrkat.

d. Urusan pengendalian bencana alant, antara lain :

7. Pengkoordfurasian penalggulangan bencana alam antar

Instalsi terkait cli Daerah;

2. Pemantauan terhadap daerah-daerah rawan bencala;

3. Penvusunan kebijakal terhadap penangg:lar1gan bencana

alam;

4. Pengendalian Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan

Bencana clan Pengr-ingsi (SATKORLAK-PBP).

Pasal 4

(1) Daiam nelaksanakan tugas sebagaimtrn;r dimaksuci clalam pasal 2

clan 3, Wakil WaLikota bertanggungjawab kepacla Walikota;

(2)  Ha1-hal  . . . . . .



(2) Hal-hal 1'a'g belu'r diatur clalam peratura' i'i akan dite'tukan
kemudian dengar-r Keputusan Walikota.

pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diunclangkan.

Agar setiap orat"rg mengetahuinya, nLemerintiahkan

Perafuran ini dengal penempatarurJ,a clalarn Berita Daerah

WALIK

I tut*
Diundangkal di Lalgsa
padatanggal  20 Maret  2007N{

1 Rabbiul Awal 1429H

PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA.

M. DIAKFAR DIUNED

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2OO7 NOMOR 4

Ditetapkal cli Lalgsa
pac la tangga l  20  Mare t  2007M

1 Rabbiul Awal 1429]ts.

penguldangan

Kota Lalgsa.


